GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka periu
menectapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 ' tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167 Tambahan Lcmbaran Ncga.ra chubhk Indoncsm Nomor

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pcnetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewangan
Negara {Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4377};
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- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeniksaan Pengeloiaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 441 1);

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5023}; '

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2609 tentang Peternakan
Dan Kesechatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015); A

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025); .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor
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144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S063};

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan ULembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S071});

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5243);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomorl37, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemecrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemcrintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengclolaan
Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan bembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); N

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagiann Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfatan Insentif Pemungutan
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah {Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 8);”

Peraturan Daecrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemecrintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
{Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tabun 2008
Nomor 4 Sen E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 6 Seri D Nomeor 1}, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 11}).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomeor 1 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 31);

Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2010
tentang Penerima, Pemberian Dan Pembayaran fnsentif
Pemungutan Pajak Daecrah Dan Retribusi Dacrah (Berita
Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 140)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 161 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubermur Jawa Tengah Nomor 140 Tahun
2010 tentang Penerima, Pemberian Dan Pembayaran
insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
{Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor
161});

MEMUTUSKAN :

PER/ATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1
TAHUN 2011 1ENTANG RETRIBUS! DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

1.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah scbagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pendapatan Dan Pengclolaan Aset Daerah yang sclanjutnya disingkat
DPPAD adalah Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Dacrah
Provinsi Jawa Tengah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut SKPD
Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut
Kepala SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan
kewenangannya.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Pemungut adalah
unsur pelaksana tugas teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan
kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah.

Dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi scbagai pengganti Surat Ketetapan
Retribusi Daerah.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang
diberikan kepada pasicn dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi medik dan Pelayanan Keschatan lainnya.

Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera
batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera
Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak
berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya yang betum dipakai, sesuai persyaratan
dan/atau ketentuan yang beriaku.

Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau
Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan kecterangan tertulis yang
bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilalmkan, oleh
Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat
Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah ditera.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak
bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjarg lainnya

Tempat Pelelangan Hasil Hutan adalah tempat yang secara khusus
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelclangan Hasil
Hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di
tempat pelelangan Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah
tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk
dijadikan sebagai tempat pelelangan.
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tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk
dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pengi.napan/?csanggrahan/ Villa adalah Tempat penginapan/ Pesanggrahan/
villa termasuk didalamnya Wisma, asrama, balai Istirahat Pekerja, Pondok,
Hotel dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola olch Pemerintah Daerah.

Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Dacrah.

[zin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayck.

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk
menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan, mengangkut atau mengawctkan ikan untuk tujuan
komersial.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemenntah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
meyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olch Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Dacrah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya . alam, barang,
prasarana, sarana atau {asilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk mclakukan pembayaran
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pcnghimpunan
data objek dan subjck Retribusi, peneatuan besarnya Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyectorannya.

Surat Pemberitahuan Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan
Retribusi.

Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh
data/infornasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi
dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada waiib
retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyctoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening
Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah  pokok
Retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB
adalah Surat keputusan yang mcmytuskan besarmya Retribusi Daerah yang

terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan
atas jumlah Retribusi Dacrah yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administradf
berupa bunga dan /atau denda;

Pembayaran Retribusi Dacrah adalah besarmya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribust
Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Dacrah
atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang teclah
ditentukan.

Penagihan Retribusi Daerah adalah scrangkaian kegiatan pemungutan
Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat
teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar
Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib
Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi
Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi
jainnya yang masih terutang. :

Insentif Pemungutan Retribusi yang sclanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada Instansi yang
melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu
dalam melaksanakan pecmungutan Retribust.

Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk

dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan
atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB Il
JENIS RETRIBUS!

Pasal 2

Jenis Retribusi meliputi :

a. Retribusi jasa umum ;

b. Retribusi jasa usaha ;

¢. Retribusi perizinan tertentu.
Pasal 3

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

a.
b.

Retribusi pelayanan keschatan;
Retribusi pelayanan tera/tera ulang;



c. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
d. Retribusi pelayanan pendidikan.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;

b Retribusi tempat pelelangan hasil hutan;

c. Retribusi tempat penginapan /pesanggrahan/villa;

d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Pasal S

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
meliputi :

a. Retribusi izin trayek ;

b. Retribusi izin usaha perikanan .

BAB il
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi
tanggungjawab  Kepala SKPD Pemungut yang  bertugas dan
bertanggungjawab untuk :

a. melakukan inventarisasi obyek Retribusi ;

b. mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pencrimaan
Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;

c. melaksanakan Pemungutan Retribusi ;

d. melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi;

e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas scbagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

(2) DPPAD selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas untuk :

a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

b. meclakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama
dengan SKPD Pemungut;

¢. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur. '

BAB iV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tata cara pemungutan Retribusi meliput :

a. pendaftaran dan pendataan obyek retribusi ;
b. penetapan retribusi ;

c. pembayaran retribusi ;

d. pembukuan dan pelaporan retribusi ;

e. penagihan retribusi.



Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek Retribusi

Pasal 8

{1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi  dari Pemerintah
Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain
yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis

obyek retribusi.

{2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat berdomisili di
Daerah atau diluar Dacrah.

{3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas,
lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan
dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar induk Wajib
Retribusi berdasarkan nomor urut.

{4) Bentuk formulir SPTRD suatu dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scbagaimana tercantum dalam

Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 9

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang
dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3} paling tambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir
SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh

Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penctapan Retrnibusi

Pasal 10

(1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan

Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan. '

{2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali
SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka
SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD secara

Jabatan dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang menycbabkan penambahan jumiah
retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(4) Bentuk dokumen {ain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan lcbih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.

(5) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang
ditunjuk oleh Kepala SKPD Pemungut.



(6)

n
{2)

3)

S}

(©)

N

(8)

{9

(10}

Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 11
Pembayaran Retsibus: harus dilakukan secara wnai/lunas.
Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.

Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 {dua) han kerja sctelah
tanggal SKRD/SKRD Secara Jabatan/SKRDKBT atau dokumen lain yang
dipersamakan diterbitkan.

Berdasarkan SKRD/SKRD Secara Jaba(an/SKRDKBT atau dokumen lain
yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara
Penerimaan atau Bendahara Penenmaan Pembantu pada SKPD dan UPT

Pemungut.

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD
Pemungut membuat Tanda Bukt Pembayaran/Bukt lain yang sah untuk
diberikan kepada Wajib Retribusi

Bendahara Penerimaan paling lama 1 {satu) har kerja sejak uang kas
diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas
Umum Daerah pada PT. Bank Jateng sedangkan Bendahara Penzrimaan
Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, wajib menyetorkan
hasil penerimaan Retribusi. ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT.Bank

Jateng.

Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran
yang dibuat rangkap 8 {delapan) masing-masing untuk :
a. Lembar 1 s/d2 : Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Penerimaan Pembantu;

b. Lembar 3 - Unit Pelayanan pendapatan Dan Pemberdayaan

. Aset Daerah setempat;
¢. Lembar 4 dan 3 : Bagian Pengelolaan Kas Daerah dan Bagian

Alkuntansi;
d. Lembar 6 - PT. Bank Jateng Cabang Utama/Cabang Pembantu;
e. Lembar 7 . UPT Pemungut,
f. Lembar 8 - SKPD Pemungut

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Dacrah paling

lama 1 (satu) hari kefja terhitung sejak penerimaan Retribusi.

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3, maka dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Setiap SKPD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyctoran
serta mcmpcrtanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan
peraturan perundang-pndangan,



{(11) Bentuk, formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran
o ;

(1)

(2)

{1)

(2}

@)

(4)

&)

(1}

()

3)

a tercantum dalam Lampiran NI merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Kepala SKPD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan [zin
pcmbayaran secara angsuran maupun pcnundaan pembayaran kepada

Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun
penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 13

Pembenan zin pembayaran seccara angsuran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali
pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) har secjak
diterbitkan SKRD.

Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai di atas Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah).

Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari sejak

diterbitkan SKRD.

Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai di atas Rp. 250.000,-
{dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pengajuan permohonan izin pembayaran secara angsuran dan penundaan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan
paling lambat 2 {dua) hari setelah diterbitkannya SKRD.

Bagian Keempal
Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 14

SKPD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRD Secara Jabatan,
SKPDKBT dan STRD yang diterbitkan

Arsip Dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun
secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomomya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputt Penctapan,
penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala
dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan
tunggakan per jenis Retnbusi.



Pasal 15

Laporan Penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3}, diatur sebagai berikut :

a. bendahara penerimaan pembantu pada UPT Pemungut yang melakukan
permungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan
berikutmya wajib menyampaikan laporan pulanan dari hasil penetapan,
realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang
dikelola kepada Bendahara Penerimaan dan tembusan laporan kepada Unit
Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah di wilayah kerjanya;

b. bendahara penerimaan pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat
tanggal S {lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari
hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis
Retribusi yang dikelola kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala DPPAD,

c. Kepala DPPAD sctiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya wajib melaporkan pencrimaan Retribusi dan tergabung dalam
laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur;

d. bentuk formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran {V
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penagihan Retribusi
Pasal 16

Kepala SKPD dan UPT Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain

yang dipersamakan apabila :

a. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Secara Jabatan dan
SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar ;

b. dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat
kekurangan pembayaran s=bagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

¢. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 17

(1) Pengeluaran Surat Teg.tran/pcringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) harn sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka  waktu 7  (tujuh) han setelah  tanggal Surat
Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunast
Retribusinya yang ieratang.
{3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dikeluarkan oleh Kepala
SKPD dan/atau UPT Pemungut.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

{1} Kepala DPPAD atas nama Gubernur dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi
setelah mendapat saran perimbangan dari Kepala SKPD Pemungut.



(2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dapat diberikan paling banyak 20 % {(dua puluh per seratus) dari jumlah
ketetapan Retribusi.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pcmbebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
DPPAD.

BAB Vi
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam pemungutan retribusi.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau

pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan Retribusi

yang terutang dalam hal sanksi terscbut dikenakan karena kelalaian Wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahnnya.

{3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

{4) Permohonan pembetulan,pengurangan ketctapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administratil dan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, ayat (2) dan ayat (3} harus disampaikan sccara tertulis oleh

wajib Retribusi kepada Kepala DPPAD lewat SKPD dan UPT Pemungut
paling lama 30 {tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD
dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung

permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat 2}
dikeluarkan oleh Kepala DPPAD paling lama 3 {tiga) bulan sejak Surat
Permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga} bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Kepala DPPAD tidak memberikan Keputusan, maka permohonan
pembetulan, pengurangan ketctapan, penghapusan atau pengurangan
swanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan.

(7) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif dan pembatalan Retribusi tidak menunda

pembayaran Retribusi.
BAB Vil
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 20
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Secara Jabatan dan
SKRDKBT kepada Kepala SKPD dan UPT Pemungut.



{2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diajukan

dipersamakan,
apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu terscbut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi. -

(4) Kepala SKPD dan UPT Pemungut sudah harus memberikan keputusan atas
keberatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal
surat keberatan diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(5) Keputusan Kepala SKPD dan UPT Pemungut atas keberatan dapat berupa
menerima secluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya
Retribusi yang terutang.

{6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enamj bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Kepala SKPD dan UPT Pemungut tidak memberikan Kcputusan,
maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian
. pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala SKPD dan UPT Pemungut.

(2) Surat permohonan pengembalian kelebihar pembayaran Retribusi  paling
sedikit memuat
4. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
e. masa Retribusi ;
f. jumlah pengembalian ;
g bentuk pengembalian |
h. bukti pembayaran Retribusi .

(3} Kepala SKPD dan UPT Pemungut dalam jangka waktu paling lama 6 {enam)
bulan sejak diterimanya permohonan pengcmbalian keclebihan pembayaran
Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan

Keputusan.

{4) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimasud pada ayat (3) telah

dilampaui dan Kepala SKPD dan UPT Pemungut tidak memberikan

keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu}
bulan harus diterbitkan SKRDLB.

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
bayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dalwulu utang Retribusi tersebut.



() Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKRDLB maka
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus diberikan dengan
menerbitkan Surat Perintah Mcmbayear.

(7} Apabila pengembalian kelecbihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
jewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB Kepala SKPD dan UPT
Pemungut memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

{8) Pembenan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 22

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) maka pembayarannya dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai

tanda bukti pembayaran.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat terutangnya Retribusi
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

{2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran ; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi  baik langsung

maupun tidak langsung.

{3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
surat teguran tersebut.

{4) Pengakuan utang Retribusi dari  Wajib Retribusi secara langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b, Wajib Retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya.

(5} Pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi secara tidak langsung

sebagaimanna dimaksud pada ayat {2} huruf b dapat diketahui dan

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihar sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

{(2) Kepala SKPD dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi
Daerah mengajukan penghapusan  piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1} kepada Gubernur .



K)]

n
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(3
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(2)
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Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa secbagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

Kepada SKPD dan UPT Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi
Daerah diberikan insentif sebesar 3 % (tiga persen} dari rencana penerimaan
Retribusi .

Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan sccara triwulanan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut.

Besaran insentf yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD
Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

BAB XI
BAGI HASIL RETRIBUSI

Pasal 26

Hasil Penerimaan Retribusi Tera/ Tera ulang setelah dikurangi insentif
pemungutan dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 %

(tiga puluh persen).

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi :

a. sebesar 60 % (enam puluh persen) secara proporsional berdasarkan
potensi atau realisasi pendapatan ; dan

b. sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang.

Pasal 27

Hasil Penerimaan Retribusi lzin Usaha Perikanan setelah dikurangi insenal
pemungutan dibagikan kepada Pemecrintah Kabupaten/Kota penghasil
sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi :

a. sebesar 60 % (enam puluh persen] seccara proporsional berdasarkan
potensi atau realisasi pendapatan ; dan

b. sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang.

Pasal 28

Pengalokasian dana bagi hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 dan Pasal 27 disiapkan dan dibuat oleh DPPAD yang ditetapkan dengan
Peraturan Gubemur.

SKPD dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi Tera/Tera
ulang dan Retribusi lzin Usaha Perikanan melaporkan realisasi penerimaan
Retribusi triwulanan per Kabupaten/Kota kepada DPPAD sebagai bahan
untuk membuat rekomendasi pencairan dana bagi hasil.



(3) DPPAD membuat rekomendasi untuk pencairan dana triwulanan

berdasarkan realisasi pendapatan Retribusi yang masuk Rekening Kas

Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan dengan
tembusan Bupati/Walikota yang bersangiutan.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera ulang alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya, kalibrasi alat ukur serta pengujian barang
dalam keadaan terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2003 Nomor 138); :

b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 109);

c. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun
2002 tentang Tempat Pelelangan Hasil Hutan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 7;

d. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2002
tentang Retribusi Penjuatan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 110);

e. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007
tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa {Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 45);

f  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2005 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005
tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30
Pelaksanaan teknis pemungutan retribusi diatur lebih lanjut olch Kepala SKPD
Pemungut.
Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semaran
pada tanggal

10 Kope:%ber 2011
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A Semarang
pada tg ngeal 1D Nopeuber 2011
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LAMPIRAN |
PERATURAN S?Ung ‘J‘\WA TENGAH

NOMOR i
TANGGAL 10 FOPEREER 20

BENTUK FORMULIR SPTRD/PERMOHONAN

N, PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  Nomor :
: Masa Retribusi
SKPD - Tahua Retribasi :

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH {SPTRD}/PERMOHONAN

Kepada Yth :

Nama © e eeeenemiaeteeaeaeeeiseeeessiaseseoesiiessiiemsssarIiiesTiiiiiiTzoieees
Alamat e eveeiaiaeeeeeesisamsseaneeessiassasaesi s e

Memberitahukan bahwa kami mengajukan " permohonan  pemakaian/
pemAanfaatan .....c..oeuameeenisnenes DETUPA © coveeienriaeremmesmrmnnnneninens

Obyex Retribusi
Luas/Jumlah :

Penggunaan untuk
Jangka waktu

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai Perda
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi
Jawa Tengah serta menanggung penggantian segala biaya—biaya yang
diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk
sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Kemudian atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal O EIDACEITEEETD y eeeeeeeaeevasnenesreone
Dikembalikan tanggal :

Keterangan
Lembar! : Untuk SKPD Pengelola
Lembar I : Untuk Wajib Retribusi

Model :RD.O1




LAMPIRAN ii
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 55 THHEUN 2011
TANGGAL 10 NMOPEHBRER 2011

Il

SURAT KETETAPAN RETRIBUS! DAERAH {SKRD)

Nomor Ketetapan :
Bulan :
Tahun

WAJIB RETRIBUSI
1. Nama TR RPIEPURSUTPPSPRRPPRRT PR S
2. Alamat DT U PP PP P PRSP PRI

OBYEK RETRIBUSI
1. Jenis Retribusi P OO U P R O P UUUPPIS PRSP PRSP
2. Lokasi TP TP

KETETAPAN RETRIBUSI
Jumlah Ketetapan Retribusi
yang harus dibayar TRP. [ UEOUPRTUTUUUPRPISPPPRIPRPRES

Dengan huruf PO OU R RE PR PP LR L

PEMBAYARAN
1. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah lewat

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu
pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau
UP3AD /UPT/Balai SKPD.

2 Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % perbulan .

3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) han sctelah tanggal
SKRD/SKRD Jabatan/SKRDKBT diterbitkan

Kepala *) oo
NIP. oo ooreeee
*) SKPD/Unit Kerja
Keterangan
Lembarl : Wajib Retribusi
Lembar 11 : Seksi/petugas yang menangani Retribust
Lembar 11l : Arsip "
Model - RD 02




LAMPIRAN ill

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2011

TANGGAL 10 FOPBMBER 2011

......................................................................

e eereseesesemsesemeteasissonmsaRTe ARSI ocIAstammat s itatLtoLac acetasrensorinn Y

1. Nama U T E U USSR P PRRUUCPO PP PR PRI SRR
2. Alamat ST PPRPSP PSPPSR P ERIPRLT
3. Jumlah Uang S RP. e ee et e

(dengan huruf ] oo
4. Untuk membayar : Retribusi ...

( Dasar Perda Nomor 1 Tahun 2011 )

Nomor SKRD i iaeanreeees
Tanggal et teeeeeitnnaeeeennn e nans

S. Obyek Retribusi & oo

Jumlah - Rp. r J

Wajib Retribusi Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu

Keterangan
Lembarl : Wajib Retribusi
Lembar Il : Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Lembar [l _: Seksi/petugas yang menangani Retribusi
Model : RD 03 TS e
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

] 4 o T
LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
UPT/BALAI KAB/KOTA :
6
TUNGGAKAN YG .
JENIS PUNGUTAN LALL KETETAPAN | JUMLAMTAGIHAN | PENERIMAA TUNGGAKAN KETERANGAN
OBYEK Rp. OBYEK Rp. OBYEK Rp. OBYEK Rp. OBYEK Rp.
2 3 4 5 [ T=)+5 $m4+6 9 “ 10 | {=7-9 12=8.10 13
JUMLAH
KEPALA UPT/BALAI
Lembar ( . Kepala SKPD Pengelola Pendapatan KABUPATEN/KOTA
Lembar [ : Kepala UPJAD DPPAD

Lembar 11 . Arsip




LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

¥\ pEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
P02 o N, TANGGAL

LAPORAN : PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN
SKPD :
PENERIMAAN PENYETORAN
NO | JENISPUNGUTAN [ SDBLNYG | pio npwt | speunm | SPEINYC 1 pulanmi | sDBLNINI % | KETERANGAR
LALU LALU :
| 2 3 4 5 6 7 8 i 9 10
JUMLAH
KEPALA SKPD

. Lembar | . SKPD Pengelola Pendapatan s
2. Lembar ll . Kepala DPPAD
3. Lembar IlI . Arsip




N PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH

LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN
UP3AD :
3
S/D BLN YG LALU BULAN INI S/D BULAN INI
NO | JENISPUNGUTAN ™Gpviy Rp. OBYEK Rp. OBYEK Rp | (ETERANGAN
| 2 3 4 5 6 7 ] 9
JUMLAH
KEPALA UP3AD Dinas PPAD

1, Lembar ] - Kepala Dinas PPAD KABUPATEN/KOTA

2. Lembar li ; Kepala Bidang Ret/PLL

3. Lembar III : Kepala Bidang Valbin

4. Lembar IV . Arsip

210200830080109002000230008 011 $SALEPALST ALARELIEIALRATRIRILIC
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